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tegrasikan perspektif gender
ggaran daerah, perlu strategi

pensanssaran, pemantauan ."l,IlJJil", "#'tffi17program dan kegiatan;
bahwa salah satu persyaratan pencairan dana hibah melalui
program hibah jalan daerah adalah tersedianya rancang€ul
peraturan bupati tentang perencanaan dan penganggaran
Responsif Gender;
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang_
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah, Daeral berhak menetapkan kebijakan daerah untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurrf a, huruf b, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk Teknis
Penyusunan Perencanaan dan penganggaran Responsif
Gender;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan l.embaran
t822l;

Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang_
Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI TANA TORAJA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA 

NOMOR (;._ TAHUN 2022 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANA TORAJA, 

bahwa dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender 
da!am perencanaan dan penganggaran daerah, perlu strategi 
dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan 
program dan kegiatan; 

bahwa salah satu persyaratan pencairan dana hibah melalui 
program hibah jalan daerah adalah tersedianya rancangan 
peraturan bupati tentang Perencanaan dan Penganggaran 
Responsif Gender; 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah; 

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif 
Gender; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah­daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822 ); 

3. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan t Anak [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5606); 

h 

c. 

a. 
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4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang
Ketenagake4'aan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2O2O ten,tzng Cipta Kerl'a(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor g2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir d.engan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Irembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2}lq tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbaha.n kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Keqia(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5g71);
Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 15 Tahun 200g
tentang Pedoman Umum pelaksanaan pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 20ll
tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor927);
Peraturan Menteri pemberdayaaa perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 ten-.ang Sistem
Pem berdayaan Perempuan dan perlind un gan Anak;
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4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan . Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan j Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tem:ang Sistem 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
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MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJLTK TEKNIS
PEI{YUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalsud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat pD adalah perangkat daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tora-ja.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tana Toraja yang
dipimpin oleh Camat.

6. Kelurahal ada-lah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu
dan melaksanakan Sebagian tugas camat.

7. kmbang adalah nama iain dari Desa yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan perar:, fungsi
dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yarrg te{adi akibat dari dan
dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagr laki-laki dan
perempuErn untuk memperoleh kesempatan dan hak- halnya sebagai warga
negEua agar mampu berperan dan mampu berparlisipasi dalam Kegiatan
ekonomi, politik, dan sosial budaya, dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Toraja
Nomor 4 Tahun 2OlZ terrtang perlindungan Ferempuan dan
Anak;
Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Toraja
Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Kabupaten
Tala Tora-ja Nomor 19;

10.

I
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Toraja 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan 
Anak; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Toraja 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja 
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten 
Tana Toraja Nomor 19; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN 
PENYUSUNAN 

BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

RESPONSIF GENDER. 

BAB I KETENTUAN 

UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. 

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tana Toraja yang 
dipimpin oleh Camat. 

6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu 
dan melaksanakan Sebagian tugas camat. 

7. Lem bang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihonnati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi 
dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan 
dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 
Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 
perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai warga / 
negara agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam Kegiatan J, 
ekonorni, politik, dan sosial budaya, dan kesamaan dalam menikmati hasil 
pembangunan. 

9. 

8. 
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10.

11.

L2.

13.

14

15.

16.

l7

19.

20.

\- 18.

Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan. dan
penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhal, pengalaman,
dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
Anggaran Responsif Gender adarah anggaran yang mengakomodasikan
keadilan bagi perempuan dan raki-raki dalam memperoleh akses, manfaat,
Partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber_sumber daya
serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang daram menikmati hasil
pembangunan.
Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya
disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untukmengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencarlaart danpenganggaran.
Perencanaan Responsif Gender adarah perencanaan untuk merrcapai
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengalaman,
aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan
dan laki-laki.
Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah
dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif
gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah
dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan
kesenjangan gender.
Kerangka Acuan Keq'a yang selanjutnya disingkat I(AK adalah suatu
dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang
diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
Data Terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau iaformasi
kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis
kelamin, penduduk laki-Iaki dan perempuan atau anak raki-raki dan anak
perempuan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat ApBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oreh pemerintah Daerah dan DpRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Kineg'a adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan Emggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.
Indikator Kineq'a adaiah alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, Keluaran, Hasil, manfaat,
dan/atau dampak yang menggarnbarkan tingkat capaian Kinerja suatu
program atau kegiatan.

Keluaran ada-lah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
Program serta kebijakal. Hasi-l adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

21 . Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur
perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.

I
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10. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan 
penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, 
dan aspirasi laki-laki dan perempuan. 

11. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasikan 
keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalarn memperoleh akses, manfaat, 
Partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya 
serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalarn menikmati hasil 
pembangunan. 

12. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya 
disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk 
mengintegrasikan perspektif gender di dalarn proses perencanaan dan 
penganggaran. 

13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai 
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengalaman, 
aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perernpuan 
dan laki-laki. 

14. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah 
dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif 
gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah 
dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan 
kesenjangan gender. 

15. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu 
dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang 
diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya. 

16. Data Terpilah menurutjenis kelamin adalah data kuantitatifatau informasi 
kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis 
kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak 
perempuan. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pernerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

18. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan 
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas yang terukur. 

19. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuaotitatif 
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, Keluaran, Hasil, manfaat, 
dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian Kinerja suatu 
program atau kegiatan. 

20. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
Program serta kebijakan.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan J 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. f 

21. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur 
perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu. 
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22.

23.

24.

25.

Indikator Kinerja Responsif Gender a
kesenjangan atau peningkatan
setelah dilakukan suatu intervensi b
Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tida-k ada kesetaraanrelasi antara laki-laki dan perempuan.
Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikal untukmemanfaatkan sumber 

. 
daya yang meliputi sumber daya alam,politik, ekonomi, sosial, dan/atau wat<tu. 

'
Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimanamenggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadapsumber daya.

Prinsip PPRG adalal :

a. bagian dari sistem

b. pelengkap dalam

c

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

perencanaar dan penganggaran;

menyusun dokumen
dokumen rencana kerja dan anggaran di D

perencanaan
aerah; dan

strategis dan

proses penyusunan dokumen
menggunakan analisis gender.

perencErnaan dan penganggaran

pasal 3
Tujuan PPRG adalah :

a' meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan
tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan
mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;

b' memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan
perempuan, termasuk anak laki_laki dan perempuan dari penggunaan
belanja/ pengeluaran pembangunan ;

c. menrngkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta
membangun transparansi anggaran dan akuntab itas pemerintah Daerah;
dan

d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan
peran serta dalam pembangunan.

BAI} III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

I

Ruang lingkup kebijakan PPRG :

5 

22. lndikator Kinerja Responsif Gender adalah perubahan kinerja pengurangan 
kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan 
setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan. 

23. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan 
relasi antara laki-laki dan perempuan. 

24. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk 
memanfaatkan sumber daya yang meliputi surnber daya alam, 
politik, ekonomi, sosial, dan/atau waktu. 

25. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana 
menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap 
sumber daya. 

BAB II 

PRINSIP DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Prinsip PPRG adalah : 
a. bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran; 

b. pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan 
dokumen rencana kerja dan anggaran di Daerah; dan 

c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran 
menggunakan analisis gender. 

Pasal 3 
Tujuan PPRG adalah : 
a. 

b. 

c. 

d. 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan 
tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan 
mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender; 
memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan 
perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan dari penggunaan 
belanja/pengeluaran pembangunan; 
menmgkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta 1 membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemenntah Daerah; 
dan 
membantu mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan 
peran serta dalam pembangunan. 

BAB III 

RUANO LINGKUP DAN SASARAN 

Pasal 4 

Ruang lingkup kebijakan PPRG : 



6

b

perencanaan responsif gender menggunakan pendekatan analisis genderuntuk mengintegrasikan perbedaan kondisi d", L.brtrhan perempuan danlaki-laki;

c

penganggaran responsif gender merupakan sebuah kerangka kerjaanalisis kebijakan anggaran melalui proses-proses penentuan a-lokasisumber daya yang proporsional atau berkeadilan;
penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) da-lam struktur penganggaranpada penyusunan Rencana Ke5.a dan Anggaran (RKA) ditempatkan padalevel program/kegiatan/ sub kegiatan v""gI"i^i, ditentukan sasaran dantarget kegiatan yang memperlimbangkan perspektif gender.

sasaran kebijakan ppRG adalah . 
Pasal 5.

a. PD di lingkungan pemerintah Daerah; danb. pihak-pihak yang berkepentingan dalam
perencanaan dan penganggaran Daerah.

penyusunan dokumen

BAB IV
SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG

DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

Bagian Kesatu
Sinkronisasi Perencanaan penganggaran

Pasal 6

(1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu
kesatuan yang terintegrasi.

(2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan
prioritas tindakan, rencara dan target yang ingin dicapai.

(3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang
diperlukan untuk mencapai tujuan

(4) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaar dan penganggaran harus
berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panj ang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD,
dan Rencana Kela (RENJA) SKPD.

(5) Dokumen kebij akan operasional yang meliputi APBD dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan alat untuk
mengimplementasikan Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam
dokumen-dokumen kebijakan strategis.

I

a. 

b. 

c. 

6 

perencanaan responsif gender menggunakan pendekatan analisis gender un�uk mengmtegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan lak1-lak1; 

pen��ggar� responsif gender merupakan sebuah kerangka kerja 
analisis kebijakar; anggaran melalui proses-proses penentuan alokasi 
sumber daya yang proporsional atau berkeadilan· 

' penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam struktur penganggaran 
pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ditempatkan pada 
level program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan 
target kegiatan yang mempertimbangkan perspektif gender. 

Pasal 5 
Sasaran kebijakan PPRG adalah : 
a. PD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan 
b. pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

perencanaan dan penganggaran Daerah. 
penyusunan dokumen 

BAB IV 
S!NKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG 

DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA 

Bagian Kesatu 
Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran 

Pasal 6 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu 
kesatuan yang terintegrasi. 

Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan 
prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai. 
Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan. 
Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus 
berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, 
dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD. 
Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APED dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan alat untuk / 
mengimplementasikan Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam f 
dokumen-dokumen kebijakan strategis. 
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Bagian Kedua
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

siklus pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:
a. perencanaan;

b. pelaksanaan dan penatausahaan;

c. pelaporan dan pertanggungiawaban; dan

d. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

Pasal 8

(l) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari bagian manqjemen
berbasis kinerja.

(21 Kerangka keda PPRG dalam siklus anggaran berbasis kineda meliputi 4
(empat) tahap yaitu:

a. identilikasi masalah;

b. penyusunan strategi;

c. penganggaran; dan

d. pengukuran kinerja.
(3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan

keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran dan hasil yang

diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan
evaluasi.

BAB V

MEKANISME PEI{YI,'SUNAN PPRG

Bagian Kesatu
Data Terpilah

Pasa-l 9

(1) Data Terpilah digunakan untuk mengidentifrkasi masdah yang

dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu

yang dalam analisanya menggunakan analisis gender.

l2l Data Terpilah bertujuan untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan

masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang

pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi

kesenjangan.

I
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Bagian Kedua 
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 7 

Siklus pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu: 
a. perencanaan; 

b. pelaksanaan dan penatausahaan; 
c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan 

d. pengawasan dan evaluasi. 

Bagian Ketiga 
Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja 

Pasal 8 

(1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari bagian manajemen 
berbasis kinerja. 

(2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 
(empat) tahap yaitu: 
a. identifikasi masalah; 
b. penyusunan strategi; 
c. penganggaran; dan 
d. pengukuran kinerja. 

(3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan 
keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran dan hasil yang 
diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan 
evaluasi. 

BAB V 

MEKANISME PENYUSUNAN PPRG 

( 1) 

(2) 

Bagian Kesatu 
Data Terpilah 

Pasal 9 

Data Terpilah digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang 
dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu 
yang dalam analisanya menggunakan analisis gender. 

Data Terpilah bertujuan untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan j masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang 
pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi 
kesenjangan. 
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Pasal 10
Uraian Data Terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber datadan jenis data:

(2)

a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;
b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.

Data Terpilah bermanfaat:
a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yangresponsif gender;
b' untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki diberbagai bidang pembangunan 

;c' sebagai arat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagaipermaselahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknyakesenjangan gender; dan l
d' sebagai bahan evaluasi dampak atas peraksanaan kebijakan, programdan kegiatan/sub kegiatan y.rrg r""porr"if gender di berbagai bid;g.-

Bagran Kedua
Indikator Kineq'a

Pasal 11

(1) Indikator kinerja terdiri dari:
a. Indikator kinerja masukan;
b. Indikator kineq'a proses;
c. Indikator kinerja keluaran;
d. Indikator kineqja outcome;
e. Indikator kineq'a manfaat; dan
f. Indikator kinerja dampak.

(2) Indikator kine''a sebagaimana dimaksud pada ayat (r) disusun denganmemperhatikan kriteria sebagai berikut:
a. spesifik dan jelas;

b' dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun
kualitatif;

c. relevan;

d. dapat dicapai;
e' fleksibel dan sensitive terhadap perubahan pelaksanaan dan tras, /

kegiatan; dan - '** 
l.

f. efektif.

(1)
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Pasal 10 

(1) Uraian Data Terpilah dapat dilcelompokkan berdasarkan sumber data 
dan jenis data: 
a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder; 
b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. 

(2) Data Terpilah bermanfaat: 
a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang 

responsif gender; 
b. untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di 

berbagai bidang pembangunan; 
c. sebagai alat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagai 

permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya 
kesenjangan gender; dan 

d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program 
dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang. 

Bagian Kedua 
Indikator Kinerja 

Pasal 11 

(I) Indikator kinerja terdiri dari: 
a. Indikator kinerja masukan; 
b. Indikator kinerja proses; 
c. Indikator kinerja keluaran; 
d. Indikator kinerja outcome; 
e. lndikator kinerja manfaat; dan 
f. Indikator kinerja dampak. 

(2) lndikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
memperhatikan kriteria sebagai berikut: 
a. spesifik dan jelas; 
b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif; 
c. relevan; 

d. dapat dicapai; / 
e. fleksibel dan sensitive terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil 

kegiatan; dan 
f. efektif. 
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(1)

(2)

(3)

lampiran
Bupati ini.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

Pasal 13

Penyusunan Gend.er Analysis Pathwag (GAp) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (l), mempunyai tahapan sebagai berikut:
a. kebijakan/program/ kegiatan yang akan dianalisis;
b. menyajikan data pembuka wawasan;
c. mengenali faktor kesenjangan;
d. menemukenali sebab kesenjangan internal;
e. menemukenali sebab kesenjangan eksternal;
f. reformulasi tujuan;
g. renuaua aksi;
h. data dasar; dan
i. indikator gender;

Pasal 14

Dalam penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (21

huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut:

a. program;
b. kegiatan;
c. tujuan Kegiatan;

d. indikator kinerja kegiatan;

e. analisa situasi;
f. rencana aksi;

C. alokasi sumber dana; dan

h, dampak/Hasil;

Bagian Ketiga
LangkahJan gkah penyusunan ppRG

Pasal 12

Penyusunan Perencaraan Responsif Gender menggunaka n Gender
Analysis Pathuay (GAp)yang merupakan alat analisis gender pada sebuah
kebij akan / program / kegiatan yang sudah ada atau d.okumen
kebijakan/ program/ kegiatan yang akan disusun.
Langkah-langkah ppRG yaitu :

a' melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu
kesenjangan dan upaya yang mencerninkan perbaikan Kesenjangan
Gender yang ada;

b. penyusunan GBS sebagai dasar untuk menilai suatu Kegiatan/ sub
kegiatan yang telah mengintegrasikan Hasil analisis gender untuk
mendapatkan anggaran;dan

c. penyusunan Kerangka Acuan Kerl'a (KAK).

Langkah - Iangkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam

I
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Bagian Ketiga 
Langkah-Iangkah Penyusunan PPRG 

Pasal 12 

( 1) Penyusunan Perencanaan Responsif Gender menggunakan Gender 
Analysis Pathway (GAP) yang merupakan alat analisis gender pada sebuah 
kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen 
kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun. 

(2) Langkah-langkah PPRG yaitu: 
a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu 

kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan Kesenjangan 
Gender yang ada; 

b. penyusunan GBS sebagai dasar untuk menilai suatu Kegiatan/sub 
kegiatan yang telah mengintegrasikan Hasil analisis gender untuk 
mendapatkan anggaran;dan 

c. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

(3) Langkah - langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 13 

Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai berikut: 
a. kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis; 

\ 

b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

menyajikan data pembuka wawasan; 
mengenali faktor kesenjangan; 
menemukenali sebab kesenjangan internal; 
menemukenali sebab kesenjangan eksternal; 
reformulasi tujuan; 

g. rerica.ua aksi; 
h. data dasar; dan 
i. indikator gender; 

Pasal 14 

Dalam penyusunan GBS sebagaimana dimaksud 
huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut: 

dalam Pasal 12 ayat (2) t 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

program; 
kegiatan; 
tujuan Kegiatan; 
indikator kinerja kegiatan; 
analisa situasi; 

f. rencana aksi; 
g. alokasi sumber dana; dan 
h. dampak/Hasil; 
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pasal 15

dimaksud dalam pasal 12 ayat (2)
kan sebagai berikut:

b. penerima manfaat;

: strategi pencapaian keluaran;
d. waktu pencapaian Keluaran; dane. biaya yang diperlukan.

(1) Tujuan Pemantauan dan evaluasi ppRG adalah:a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa. apa,

iffi:i.11?-'**".ffi; dahm
c' mendeteksi dini permasalahan ,"1"1"rr0". yang belum diintegrasikan kedalam penyusunan Rencana Kery,a dan Anggaran (RKA)/Dokumen
, Pela_ksanaan Anggararr (DpA) SKpD;
d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, danberbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan GBS, KAK, danaplikasinya dalam Rencana Keq,a dan Anggaran (RIG)/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DpA) SKpD; dan
e memastikan penerapan indikator kineS'a responsif gender daJamperencanaan, peiaksanaan, dan pertanggunglawaban, dan mengukurkemajuankemajuan pelaksanaan program/kegiatan,

Bagian Keempat
Pemaltauan dan Evaluasi ppRG di Daerah

pasal 16

Tahapan evaluasi ppRG didasarkan pada nilai_nilai jawaban yangditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, peraksanaandan pertanggungjawaban dal hasil e.raluasi menjadi masukan da-lampenyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
Pelaporan merupakan bagian akhir dari penitaian ppRG.

(2)

(3)

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian
dilakukan oleh pD terkait.

Pasal 17

terhadap pelaksanaan peraturan Bupati ini I
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Pasal 15 

Dalam penyusunan KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
huruf c, komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut: 
a. latar belakang; 
b. penerima manfaat; 
c. strategi pencapaian keluaran; 
d. waktu pencapaian Keluaran; dan 
e. biaya yang diperlukan. 

Bagian Keempat 
Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah 

Pasal 16 

Tujuan Pemantauan dan evaluasi PPRG adalah: 
a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, 

mengapa, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan; 
b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan; 
c. mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke 

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; 

d. rnemperoleh masukan baru berupa pengalarnan, perbandingan, dan 
berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan GBS, KAK, dan 
aplikasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; dan 

e. memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur 
kernajuankemajuan pelaksanaan program/kegiatan. 

(2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang 
ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban dan hasil evaluasi rnenjadi rnasukan dalarn 
penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya. 

(3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari Penilaian PPRG. 

BAB VI 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 17 J 
Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini � 
dilakukan oleh PD terkait. 

( 1) 



(1)

(2)
Pembiayaan penyusunan ppRG dibebankan pada ApBD.
selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal daripihak Iain yang sah dan tidak mengikat.

ll

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

*

:-'g

Ditetapkan di Maka.le

tanggat Sodab 2Ag

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya,- memerintahkan pengundangan peraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

TANA TORAJ^,L

A

Diundangkan di Makale
pada tanggal Ao Oqh /or2

S ALLORERUNG

SEKRET KABUPATEN TANA TORA"IA,

E BURA

BERITA DAE KABUPATEN TANATORAJA TAHUN 2022 NOMOR IA
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BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 18 

(1) Pembiayaan penyusunan PPRG dibebankan pada APBD. 
(2) Selain pembiayaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari 

pihak lain yang sah dan tidak rnengikat. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya,' mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. 

Diundangkan di Makale 
pada tanggal )...0 vU\l .510,:i 

2022 NOMOR \�. 
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA.JANOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN DAN
RESPONSIF GENDER

PEIVYUSUNAN
PENGANGGARAN

A

LANGKAH-LANGKAH PE.{YUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG
RESPONSIF GENDER

KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GAP
LANGKAH - LANGKAH KEGIATAN
I"angkah 1

b. pilih kebijal<an/program/ kegiatan / pembangunan
yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang
akan dibuat (baru) dengan cara:

tingkat apa yang akan dianalisis

3) kebgalan / program / kegiatan yang netra
dan/ atau tidak bermaksud diskriminatif terhada
perempuan dan laki- laki.

ali tuj
brj

a melaksan akan an ssl anu dan ansasar
ke akan KeProgram tan ubs$a ke tarr angra v gdaa

1) pastikan di

Langkah 2

sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah
ada Kesenjangan Gender (data yang kualitatif
maupun kuantitatif);

b. Data pembuka wawasan bisa berupa data
statistik yang kuantitatif dar/atau kualitatif yang
dihimpun dayi base line surueg dan/ atat Hasil
Foans Group Discttsion (FGD), dan/atau re,u.iew
Pustaka dan/atau Hasil kajian dan,/atau Hasii
pengamatan dan / atau hasil intervensi kebijakan/
Program/ Kegiatan atau dapat pula menggunakan
Hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut_
turut.

a. Menyajikan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin

/
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LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA 
NOMOR TAHUN 2022 
TENT ANG 
PETUNJUK 
PERENCANAAN 

TEKNIS 
DAN 

PENYCSUNAN 
PENGANGGARAN 

RESPONSIF GENDER 

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG 
RESPONSIF GENDER 

A. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GAP 

LANGKAH - LANGKAH 

Langkah 1 

KEGIATAN 

a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran 
kebijakan, Program /Kegiatan/ sub kegiatan yang 
ada; 

b. pilih kebijakan/program/ kegiatan/ pembangunan 
yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang 
akan dibuat (baru) dengan cara: 
1) pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis 

apakah di tingkat kebijakan, program, atau 
kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis 
bias mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau 
rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau 
lebih program dan/atau satu atau lebih Kegiatan; 

2) periksa rumusan tujuan kebijakan 
/program/kegiatan. Apakah responsive 
terhadap isu gender. 

3) kebijakan / program / kegiatan yang netra 
dan/ a tau tidak bermaksud diskriminatif terhadaj 
perempuan dan laki- laki. 

I 
\ 

\ 

\ 
Langkah 2 a. Menyajikan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin 

sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah 
ada Kesenjangan Gender (data yang kualitatif 
maupun kuantitatif); 

b. Data pembuka wawasan bisa berupa data 
statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang 
dihimpun dari base line suroey dan/ atau Hasil 
Focus Group Discusion (FGD), dan/atau review 
Pustaka dan/atau Hasil kajian dan/atau Hasil I 
pengamatan dan /atau hasil intervensi kebijakan/ 
Program/Kegiatan atau dapat pula menggunakan / 

1 Hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut- /, 

turut. I 
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langkah 3

berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan
manfaat;

b. Temu kenali isu gender diproses perencanaan
kebgakan /Program lKegiatan dengan
menganalisis data pembuka wawasan dengan
melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu Akses,
Partisipasi, Kontrol, dan manfaat.

a. Identifikasi factor-aktor kesenjangan

Langkah 4

(budaya organisasi) yang menyebabkan terj adin
isu gender;

b. Temu kena-li isu gender di internal lem

menyebabkan terjadinya isu gender. Misaln
produk hukum, kebijakan, pemahaman,
gender yang masih lemah dari para pengamb
keputusan, perencana, staJ, dan yang lainnya
political uill atau pengambil ketersediaan data
belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belu
optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor,
belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.

a. Temu kena.li sebab kesenjangan di internal Lem

tentan

dapadan/atau budaya organisasi yang

lantgkah 5

sub kegiatan, yaitu:
a. Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program

sudah atau belum peka terhadap isu gender pada
masyarakat yang menjadi target program;

laki-laki atau perempuan.

ali esenJemT keu n seb ba k 1d ke sternal emIangan baga
so es lake aansanpada pr o amp and kpr gr atan utaegra

b. Perhatikan kondisi
sasaran program

masyarakat
(target group)

yang menjadi
yang belum

l,angkah 6

Kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidakperlu membuat tujuan baru, hanya bersifat
menajamkan dan membuat lebih fokus.

kebijakan,Reformulasikan tujuan Program, dan

Langkah 7 sasarannya dengan merujuk
isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan
rencana Kegiatan untuk mengatasi Kesenjangan
Gender.

Susun rencana aksi dan

l^angkah 8

Mengukur kemajuan pelaksanaan kebijaksanaan
/Program /Kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil
dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian
ke{a kebijakan / program /kegiatan.

Tetapkan base line, yaitu data dasar yang dipilih untuk

; 

Langkah 3 

Langkah 4 

Langkah 5 

Langkah 6 

Langkah 7 

Langkah 8 
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a. Identifikasi factor-aktor kesenjangan 
berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan 
manfaat; 

b. Temu kenali 
kebijakan 
menganalisis data pembuka wawasan dengan 
melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu Akses, 
Partisipasi, Kontrol, dan manfaat. 

a. Temu kenali sebab kesenjangan di internal Lernbaga 
(budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya 
isu gender; 

b. Temu kenali isu gender di internal lembaga 
dan/atau budaya organisasi yang dapai 
menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya 
produk hukum, kebijakan, pemahaman, tentanj 
gender yang masih lemah dari para pengambi 
keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya dan 
political will atau pengambil ketersediaan data, 
belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum 
optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, 
belum optimalnya advokasi atau sosialisasi. 

Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga 
pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau 
sub kegiatan, yaitu: 
a. Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program 

sudah atau belum peka terhadap isu gender pada 
masyarakat yang menjadi target Program; 

b. Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi 
sasaran program (target group) yang belum 
kondusif misalnya budaya patriaki dan stereotype 
(laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga 
dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan 
laki-laki atau perempuan. 

Reformulasikan tujuan kebijakan, Program, dan 
Kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak 
perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat 
menajamkan dan membuat lebih fokus. 

Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk 
isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan 
rencana Kegiatan untuk mengatasi Kesenjangan 
Gender. 

Tetapkan base line, yaitu data dasar yang dipilih untuk 
Mengukur kemajuan pelaksanaan kebijaksanaan 
/Program /Kegiatan. Data dasar tersebut dapat diam bi! 
dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian J,' 

kerja kebijakan/program/kegiatan. 

isu gender diproses perencanaan 
/Program /Kegiatan dengan 
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B KOMPONEN DALAM PEI{IIIJSUNAN GBS

Langkah 9 er yang merupakan ukuran
kualitatif dan kuantitatif untuk:

a. memperlihatkan apakah Kesenjangan Gender

c. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi
gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.

Indikator GendTetapkan

KOMPONEN URAIAN
Program Nama Program OPD (sesuai Renstra)
Kegiatan Nama Kegiatan OPD (sesuai Renja)
Tujuan Kegiatan Tujuan Kegiatan

Renstra/Renja O
pada Langkah I cAp).

sesua.i dengan
uan yang ada

harus
PD (Tuj

Indikator Kineda Kegiatan

dari lndikator Kinerja yang
Renja/Renstra OpD.

Indikator Kineqa Kegiatan diam
ada pad

Analisis Situasi

yang te{adi dalam masyarakat atau yang
berkenan dengan adanya Kesenjangan
Gender, faktor kesenjangan dan penyebab
kesenjangan. Dalam melakukan analisis
situasi dapat mengambil Hasil analisis
gender l,angkah 2,3,4, dan 5 pada GAp,
dan Hasil analisis situasi rni berisikan
gambaran kesenjaagan Akses, partisipasi,
Kontrol dan manfaat antara perempuan
dan laki-laki. Sebagai upayah perbaikan,
maka pada ana-lisis dapat dicantumkan
reformulasi tujuan Langkah 6 pada GAp.

riilAnalisis situasi berisikan kondisi

$Ef,i"

TANA TORAIA, t_-

S ALLORERUNG

Langkah 9 
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Tetapkan Indikator Gender yang merupakan ukuran 
kualitatif dan kuantitatif untuk: 

a. memperlihatkan apakah Kesenjangan Gender 
telah teratasi atau hilang atau berkurang; 

b. Mernperlihatkan apakah telah terjadi perubahan 
perilaku atau nilai pada para perencana 
kebijakan/program/kegiatan dan internal lembaga; 
a tau 

c. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi 
gender di dalam rumah tangga atau masyarakat. 

B. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GBS 

KOMPONEN URAIAN 

Program Nama Program OPD (sesuai Renstra) 

Kegiatan Nama Kegiatan OPD (sesuai Renja) 

Tujuan Kegiatan Tujuan Kegiatan harus sesuai dengan 
Renstra/Renja OPD (Tujuan yang ada 
pada Langkah 1 GAP). 

Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan diam bi 
dari Indikator Kinerja yang ada pad a 
Renja/Renstra OPD. 

Analisis Situasi Analisis situasi berisikan kondisi riil 
yang terjadi dalam masyarakat atau yang 
berkenan dengan adanya Kesenjangan 
Gender, faktor kesenjangan dan penyebab 
kesenjangan. Dalam rnelakukan analisis 
situasi dapat mengambil Hasil analisis 
gender Langkah 2, 3, 4, dan 5 pada GAP, 
dan Hasil analisis situasi ini berisikan 
gambaran kesenjangan Akses, Partisipasi, 
Kontrol dan manfaat antara perempuan 
dan laki-laki. Sebagai upayah perbaikan, 
maka pada analisis dapat dicantumkan 
refonnulasi tujuan Langkah 6 pada GAP. 


